
I\.,,.. rr ..... 1... ... - nn1,. "'' .... --- nn ,r, ,__, ... -r ... _ .. _, __ ··- ·- 1t.T_ -·- ··- 

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem 
Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 
Nomor 78, Tambahan Lernbaran Negara Nomor 4301}; 

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lernbaran 

a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 21 huruf e Unda.ng - U ndang 
Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, 
pengembangan kompetensi merupakan hak Pegawai Negeri 
Sipil; 

b. bahwa dalam rangka terwujudnya efisien dan 
kedayaguna.an pengembangan kompetensi di Lingkungan 
Pemerintah Kabupaten Kolaka Timur diperlukan pedoman 
pengernbangan kompetensi; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan 
Bupati Kolaka Timur tentang Pengembangan Kompetensi 
bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah 
Kabupaten Kolaka Timur. 

BUPATI KOLAKA TIMUR, 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA BSA 

Mengingat 

.. .._..._ 
:\­ 

:...:- .. 

Menimbang 

PENGElVIBANGAN KOMPETENSI BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL 

DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPP..TEN KOLAKA TIMUR 

TENT ANG 

PERATURAN BUPATI KOLAKA Tl1'fi]R 

NOMOR :lS TAHUN 2020 

BUPATI KOLAKA TIMUR 
PROVINS! SULAWESI TENGGARA 
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Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas 
Unde.ng-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2019 Nornor 183, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
634); 

4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2013 tentang 
Pembentukan Kabupaten Kolaka Timur di Provinsi Sulawesi 
Tenggara (Lembaran Negara Republix Indonesia Tahun 
2013 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5401); 

5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 20L4 tentang Aparatur 
Sipil Negara (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 6, 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 5494); 

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tarnbahan Lernbaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah 
beberapakali diubah terakhir dengan Undang-Undang 
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lernbaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang 
Disiplin Pegawai Negeri Sipil [Lernbaran Negara Tahun 
2010 Nomor 74) ; 

8. Peraturan Pemerintab Nomor 11 Tahun 2017 tentang 
Manajemen Pegawai Negeri Sipil [Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63}; 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang 
Pembinaan dan Pengawa.san Penyelenggaraan 
Pemerintahan Daerah; 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42. 'l'l'lrnh::ih~.,, T .t>nih~~..., .- 
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Dalam Peraturan Bupati ini yang di maksud dengan: 

1. Daerah adalah Kabupaten Kolaka Timur. 
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur 

Pasal l 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI KOLAJ(A TIMUR TENTANG 

PENGEMBANQAN KOMPETENSI BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL 

DI LlNGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KOLAKA TIMUR. 

MEMUTUSKAN : 

11. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 1961 tentang 
Pemberian Togas Belajar; 

12. Peraturan Menteri Dalarn Negeri Nomor 80 Tahun 2015 
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 83); 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan 
Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157); 

13. Peraturan Lernbaga Administrasi Negara Nomor 10 Tahun 
2018 tentang Pengembangan Kompetensi Pegawa.i Negeri 
Sipil; 

14. Peraturan Kepala Sadan Kepegawaian Negara Nomor 3.3 

Tahun 2011 tentang Kenaikan Pangkat Bagi Pegawai Negeri 

Sipil yang Memperoleh Surat Tanda Tamat Belajar /Jjazah; 

.•. 
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yang mernimpin 
yang menjadi 

penyelenggara Pemerintah Daerah 
pelaksanaan urusan pernerintahan 
kewenangan daerah otonom. 

3. Bupati adalah Bupati Kolaka Timur. .. 
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diangkat sebagai pegawai ASN secara tetap oleh Pejabat 
Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan 
pemerintah di lingkungan Pernerintah Kabupaten Kolaka 

Timur. 
5. Peja.bat Pembina. Kepegawaian Daerah Kabupaten yang 

selanjutnya disingkat PPK adalah Bupati Kolaka Timur. 
6. Pengembangan kompetensi adalah upaya untuk pemenuhan 

kebutuhan kompetensi PNS dengan standar kompetensi 
jabatan dan rencana pengembangan karier, 

7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalarn penyelenggaraan 
urusan pemerintah yang menjadi kewenangan Daerah. 

8. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya 
Manusia yang selanlutnya disingkat BKPSDM adalah Badan 
Kepegawalan dan Pengembangan Surnber Daya Manusia 
Kabupaten Kolaka Timur. 

9. Pendidikan adalah salah satu pengembangan kompetensi 
yang dilakukan untuk meningkatkan pengetahuan dan 
keahlian PNS rnelalui pendidikan formal sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan, 

10. Pelatiban adalah salah satu pengembangan kompetensi 
melalui jalur pelatihan klasikal dan non klasikal dalam 
rangka meningkatkan keterarnpilan, keahlian, kompetensi 
da.la.m melaksanakan tugas dan jabatan tertentu. 

11. Pelatihan Penunjang lainnya adalah pelatihan yang 
dilaksanaka.n oleh Pemeritah Kabupaten Kolaka Timur 
dalam meningkatkan kornpetensi PNS sesuai dengan 
kebutuhan kompetensi . individu/jabatan maupun 
kepentingan organisasi selain pelatihan teknls, fungsional, 
manajerial clan sosio kultur. 

12. Unit Training of Competence yang sela nju tnya disingkat UTC 
adalah metode pelatihan melalui pembelajaran berkelompok 
yang mengutamakan asas kemanfaatan dengan berbagi 
ilrnu kepada PNS lainnya secara berkelanjutan. 

13. On-Site Training yang selanjutnya disingkat OST adalah 
program pelatihan teknis terh::in:m knmnl,<>\r 1.-nmn..tl>T'IC-; .· 

• 
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14. E-Leaming adalah program pembelajaran mandiri secara on­ 
line tehadap keterampilan tertentu didasarkan pada 
pedoman, modul pembelajaran dan diakhiri dengan ujian 
rnelalui computer base test. 

15. Computer Base Test yang selanjutnya disingkat CBT adalah 
sarana pelaksanaan tes dengan menggunakan media 
komputer sebagai penganti kertas, 

16. Jam pelajaran yang selanjutnya disingkat JP adalah lama 
waktu dalam pelaksanaan pernbelajaran sejumlah 45 (empat 
puluh lima) menit/ 1 (satu) JP. 

17. Togas Belajar adalah penugasan yang cliberikan Bupati 
kepada Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat untuk 
mengikuti pendidikan sesuai dengan kompetensi keilmuan, 
keterampilan dan keahlian yang diperlukan untuk 
kepentingan peningkatan kinerja, sesuai formasi jabatan 
dengan sumber dana yang telah c!itetapkan oleh 
APBN I APBD / LN / swasta a tau lembaga sponsor dalam negeri 
maupun luar negeri, 

18. Pembina Pendidikan Togas Belajar adalah Sekretads 
Daerah yang secara teknis dilakukan oleh Kepala Sadan 
Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 
Kabupaten Kolaka Timur. 

19. Izin belajar adalah izin yang yang diberikan kepada Pegawai 
Negeri Sipil yang .mernenuhi syarat, yang diarahkan untuk 
mengikuti pendidikan akademik, vokasi dan profesi pada 
suatu lembaga pendidikan yang terakreditasi atas prakarsa 
Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan, sesuai dengan 
kompetensi keilmuan, keterarnpilan dan keahlian yang 
diperlukan oleh Pemerintah Kabupaten Kolaka Timur. 

20. Formasi langka adalah formasi jabatan yang sulit untuk 
dipenuhi karena kelangkaan dan keterbatasan sumber daya 
manusia di daerah. 

21. Program khusus adalah program pendidikan yang 
dibutuhkan atau direncanakan dalam pengembangan 
keprofesian PN'S Pemerintah Kabupaten Kolaka Timur dalarn 

,, - 
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{ l) Pengembangan kompetensi PNS dilaksanakan berdasarkan 
sistem inforrnasi pengembangan kompetensi di BKPSDM. 

(2) Pengembangan kompetensi PNS oleh PD wajib dilaksanakan 
dalam sistern inforrnasi pengembangan kompetensi di 
BKPSDM. 

(3) Pengembangan kompetensi PNS sebagairnana dimaksud 
ayat (2) diarahkan untuk rnencegah duplikasi program, 
duplikasi kelompok sasaran, menzhindari pemborosan biava .· 

Pasal 2 

BAB II 

PENGEMBANGA!"l KOMPETENSI 

pembelajaran perkuliahan tidak menganggu jam dinas, 
dikecualikan bagi tugas belajar. 

23. Surat keterangan belajar adalah keterangan dengan maksud 
dan tujuan yang sarna dengan izin belajar, yang diberikan 
kepada Calon Pegawai Negeri Sipil yang sedang mengikut 
pendidikan akadernik, vokasi, dan profesi pada suatu satuan 
lembaga pendidikan yang terakreditasi atas prakarsa Calon 
Pegawai Negeri Sipil, sesuai dengan kompetensi keilmuan, 
keterampilan dan keahlian yang diperlukan oleh Pemerintah 
Kabupaten Kolaka Timur. 

24. Surat keterangan pendidikan adalah keterangan yang 

diberikan kepada PNS atas kepemilikan ijazah yang linear 
sesuai formasi dan jabatan dengan rnengikat syarat dan 
ketentuan. 

25. Ijazah adalah pengakuan terhadap prestasi belajar dan/atau 
penyelesaian suatu jenjang pendidikan setelah lulus ujian 
yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan yang 
terakredi tasi. 

26. Sertifikat pengembangan kompetensi adalah bukti tertulis 
bagi PNS yang telah rnengikuti pelatihan teknis, fungsional, 
scsial kultural, manajerial, pelatihan lainnya pada lembaga 
yang berkornpeten. 

• 6- 
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Pasal 6 

BAB III 

PENDIDIKAN 

pengembangan talenta . 
. (4) Analisa kebutuhan pengem~gan kompetensi ditetapkan 

oleh Kepala BKPSDM dengan memperhatikan masukan PD. 

untuk b. pengembangan sumber daya aparatur 

(1) BKPSDM menyusun analisa pengembangan kompetensi 
berdasarkan pertimbangan formasi dan keseimbangan 
kebutuhan surnber daya manusia dengan beban kerja 
instansi. 

(2) Analisa kebutuhan pengembangan kompetensi sebagaimana 
dirnaksud pada ayat (1) mengacu pada: 
a. formasi jabatan dan kebutuhan sumber daya aparatur; 
b. tugas pokok dan fungsi PD; 
c. formasi Pengangkatan Calon PNS; 

(3) Selain mengacu pada ketentuan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2) analisa kebutuhan pengembangan kornpetensi 
dapat didasarkan pada., 
a. keseimbangan antara beban tugas instansi dengan 

kebutuhan sumber daya aparatur; dan/atau 

Pasal 5 

Pengembangan kornpetensi didasarkan dengan analisa 
kebutuhan diklat dan analisa pengembangan diri PNS. 

PasaJ 4 

Pengembangan kompetensi PNS dilaksanakan melalui: 

a. pendidikan; 
b. pelatihan; 

Pasal 3 
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• 
surat Tugas Belajar sesuai dengan jenjang pendidikan 
dengan ketentuan sebagai berikut : 
a. Diploma III, Diploma IV dan Strata I ~leh Sekretais Daerah; 

dan 

b. Strata 2 dan strata 3 oleh Bupati 
(4) PNS Tugas Belajar dalam satu tahun anggaran ditetapkan 

secara kolektif dengan Keputusan Bupati. 
(5} Contoh format dokumen Tugas Belajar sebagaimana 

tcrcantum dalam Larnpiran yang merupakan bagian tidak 
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini, 

( 1) Perencanaan dan penyaringan calon peserta seleksi tu gas 
belajar didasarkan pada forrnasi dan proyeksi penempat:an 
PNS, sehingga dihasilkan inventar.isasi PNS yang mem.iliki 
kemampuan sesuai d.engan kompetensi keilmuan dan 
keahlian yang diperlukan Pemerintah Daerah. 

(2) Berdasarkan formasi yang telah ditetapkan dan hasil seleksi 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan 
rekomendasi untuk mengikuti seleksi dengan ketentuan 
sebagai berikut : 
a. Diploma III direkomendasikan oleh Kepala BKPSDM; 
b. Diploma IV dan Strata I direkomendasikan oleh Sekretaris 

Daerah; dan 
c. Strata 2 dan Strata 3 direkomendasikan oleh Bupati. 

(3) PNS yang telah lulus seleksi di perguruan tinggi diberlkan 

Pasal 7 

Bagian Kesatu 
Togas Belajar 

a. tugas belajar; 
b. izin belajar. 

(2) Prosedur dan ketentuan pemberian tugas belajar dan izin 
belsjar didasarkan pada kebutuhan dan perencanaan 
formasi pengembangan PNS. 

.g. 
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( 1) Persyaratan adrninistrasi sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 9 ayat (2), terdiri dari : 
a. persyaratan umum; dan 
b. persyaratan khusus. 

(2) Persyaratan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
huruf a, meliputi : 
a. pemetaan potensi; 
b. setiap unsur penilaian prestasi kerja PNS minimal 

bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir; 
c. sehat jasrnani dan rohani; 
d. program pendidikan yang diminati ada relevansinya 

dengan latar belakang pendidikan yang dimiliki; 

Pasal 10 

(1) Persyaratan peserta PNS caion tugas belaja:r ditetapkan 
berdasarkan kriteria Penilaian Administrasi Kepegawaian 
dan Seleksi Akademik. 

(2) Seleksi Adrninistrasi Kepegawaian dilaksanakan oleh 
BKPSDM. 

(3) Seleksi akademik dilaksanakan oleh perguruan tinggi atau 
lembaga yang secara fungsional menangani penyelenggaraan 
beasiswa. 

(4) Dalam mengusulkan calon peserta tugas belajar yang 

potensial, BKPSDM dapat rnelaksanakan tes potensi untuk 
penjaringan usulan calon peserta melalui CBT. 

: 

Pasal 9 

Paragraf l 
Seleksi dan Persyaratan Togas Belajar 

PNS yang sedang mengikuti Pendidikan Tugas Belajar 
dibebaskan dari jabatan organiknya, selanjutnya 
berkedudukan di BKPSDM. 

Pasal 8 

• 
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Pasal 11 

(1) Persyaratan khusus pendidikan Tugas Belajar Program 
Diploma HT (D-IH) meliputi: 
a. pangkat Pengatur Muda (II/a) dengan rnasa kerja paling 

kurang 2 (dua) tahun terhitung sejak diangkat sebagai 
PNS; 

b. memiliki ijazah dalam SK Panzkat terakhir Diploma ; 

Kabupaten sesuai formasi yang ditetapkan; 
(3) Dokumen kelengkapan administrasi umum yang 

dilampirkan dalam mengikuti selekai Pendidikan Togas 
Belajar, meliputl: 
a. usulan mengikuti seleksi dari PD, yang ditujukan 

kepada Bupati melalui Kepala BKPSDM; 
b. surat penawaran dart lembaga pemberi beasiswa atau 

sponsor; 
c. fotokopi Ijazah terakhir dilegalisir; . 
d. fotokopi SK Calon PNS dilegalisir; 
e. fotokopi SK Pangkat Terakhir dilegalisir; 
f. fotokopi SK .Jabatan Terakhir dilegaiisir; 
g. fotokopi Penilaian Prestasi Kerja 2 tahun terakhir; 
h. pernyataan atasan Iangsung dan diketahui kepala PD, 

bahwa tugas dinas tidak alum terganggu apabila 
ditinggal PNS tugas belajar; 

i. bersedia menandatangani surat pernyataan 
kesanggupan menyelesaikan masa studi yang ditetapkan 
oleh lernbaga yang berwenang; dan 

J. surat persetujuan suami/isteri. 

sanggup ditempatkan pada sernua 
Keija di lingkungan Pemerintah 

f. tidak sedang dalam proses atau menjalani hukuman 
disiplin; 

g. bersedia rnengabdi pada Pemerintah Daerah sekurang­ 
kurangnya 2 kali masa studi (2n+l) setelah mengikuti 
pendidikan; dan 

h. bersedla dan 
lnstansi/Unit 

'• 
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c. berusia paling tinggi 30 (tiga puluh) tahun atau yang 
dipersyaratkan khusus oleh instansi pelaksana/ 
pengagas program pendidikan; dan 

d. lulus seleksi administrasi; 
(2} Persyaratan khusus pendidikan Tugas Belajar Program 

.Diploma Empat (D-IV)/Strata Satu"·(S-1) meliputi: 
a. pangkat serendah-rendahnya Penga.tur Muda (II/a) 

dengan masa kerja sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun 
terhitung sejak diangkat zebagai Pegawai Negeri Sipil; 

b. memiliki ijazah dalam SK pangkat terakhir Diploma 

II/Diploma I dan/atau SMA sederajat; 
c. berusia paling tinggi 30 tahun bagi yang yang rnemiliki 

ijazah SLTA dan Diploma 1 Sederajat, dan 28 tahun bagi 
yang merniliki ijazah Diploma 2 atau 3, atau yang 

dipersyaratkan khusus oleh instansi pelaksana/ 
pengagas program pendidikan; dan 

d. nilai ijazah paling rendah : 7 ,50 (tujuh koma lima puluh) 

untuk SMA atau IPK 2,5 (dua koma lima} untuk ekstra 
clan 2,75 (dua koma tujuh puluh lima) untuk non eksak 

atau yang dipersyaratkan khusus oleh instansi 
pelaksana/penggagas program pendidikan; 

(3) Persyaratan khusus pendidikan Togas Belajar Program 
Pendidikan Magister, Profesi dan Dokter Spesialis I, meliputi: 
a. pangkat serendah-rendahnya Penata Muda [III/a) 

dengan rnasa kerja sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun 
terhitung sejak diangkat sebagai PNS; 

b. memiliki ijazah Sarjana (S-1) atau Diploma Empat (D-4) 
yang sah dari Perguruan Tinggi Negeri maupun Swasta; 

c. berusia paling tinggi. 37 tahun, atau yang 
dipersyaratkan khusus oleh instansi pelaksana/ 
pengagas program pendidikan; dan. 

d. nilai IPK sekurang-kurangnya 2,5 {dua koma lima] untuk 
ekstra dan 2,75 (dua koma tujuh puluh lima) untuk non 
eksak atau yang dipersyaratkan khusus oleh institusi 
pelaksana/penggagas program pendidilcan; 

-11- 
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(1) Jangka waktu pendidikan tunas belaiar disesuaikan dP.nP::1n : 

Pasal 13 

Pendidikan tugas belajar dapat dilaksanakan berdasarkan: 
a. kerjasama secara kemitraan dengan perguruan tinggi di 

dalam negeri maupun luar negeri; 
b. sistem penugasan kepada PNS untuk mengikuti pendidikan 

tugas belajar pada perguruan tinggi baik di dalam rnaupun 
di luar negeri; dan 

c. khusus untuk perguruan tinggi di dalam negeri minimal 
akreditasi B atau sesuai ketentuan instansi pelaksana/ 
penggagas program pendidikan. 

Pasal 12 

Paragraf 2 
Penyelenggaraan Togas Belajar 

a. pangkat serendah-rendahnya Penata Muda Tingkat I 
(III/b) dengan masa kerja sekurang-kurangnya 1 (satu] 
tahun terhitung sejak diangkat sebagai PNS~ 

b. memiliki ijazah pendidikan Ijazah S-2 Sederajat/Jjazah 
Profesi (dokter, apoteker, psikolog, akuntan), Magister, 
dan Spesialis I yang sah dari .Perguruan Tinggi Negeri 

rnaupun Swasta dengan program studi yang 

terakreditasi; 
c. berusia maksimal 45 (empat puluh lima] tahun, atau 

yang dipersyaratkan khusus oleh instansi 
pelaksana/pen.gagas program pendidikan; dan 

d. nilai IPK minimal 3,00 (tiga korna nol} atau yang 
dipersyaratkan khusus oleh instansi pelaksana/ 
penggagas program pendidikan. 

e. Lulus seleksi administrasi 
5. Pada formasi tertentu yang mengi.kat pada saat penerimaan 

CPNS wajib untuk dipa tuhi dan mengikat sesuai dengan 
jangka waktu yang diperjanjikan. 

• 12- 
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(1). PNS yang sedang mengikuti pendidikan tugas belajar, tetap 
diberikan hak kepegawaiannya sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan. 

(2) PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkewajiban 
memenuhi ketentuan sebagai berikut: 
a. bagi PNS yang mengikuti pendidikan tugas belajar, wajib 

menyampaikan laporan nilai akademik secara tertulis 

Pasal 16 

t. 

PNS yang mengajukan perpanjangan studi sebagaimana 
dimaksud pasal 13 ayat (2} tidak dapat diberikan tambahan 
bantuan biaya sebagaimana dimaksud pada pasal 14 ayat (4). 

Pasal 15 

\ 

(1) Pembiayaan tugas belajar dapat bersurnber dari APBN/ 
APBD/ LN atau Iembaga lainnya. 

(2) Bagi PNS yang mengikuti tugas belajar dapat dibiayai dari 
biaya mandiri, setelah mendapat pertimbangan dan 
persetujuan teknis dari BKPSDM yang clidasarkan pada 
formasi dan kebutuhan khusus. 

(3) Pectimbangan dan persetujuan teknis sebagaimana 
dimaksud pada ayat {2) meliputi kebutuhan formasi atau 
program khusus atau keterjangkauan wilayah. 

(4) PNS yang mengikuti pendidikan tugas belajar yang 
bersurnber dari APBN/LN atau Jembaga lainnya dapat 
diberikan tambahan bantuan biaya APBD. 

Pasal 14 

(2) Masa penugasan PNS tugas belajar dapat diperpanjang 
paling lama 1 (satu) tahun. 

(3} PNS Tugas belajar yang tidak dnpat rnenyelesaikan masa 
studi sampai dengan dilakukan perpanjangan masa 
penugasan sebagaimana ayat (2) diberikan sanksi sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

.13. 
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PNS yang telah rnenyelesaikan tugas belajar apabila 
berkeinginan melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih 
tinggi melalui pendidikan tugas belajar, harus bekerja minimal 
4 (empat} tahun terhitung sejak PNS yang bersangkutan 

Pasal 18 

(ll Dalam menjamin terselenggaranya pendidikan tugas belajar 
dengan baik, BKPSDM berkewajiban melaksanakan : 
a. monitoring terhadap administrasi kemahasiswaan 

melalui perguruan tinggi tempat mahasiswa mengikuti 
pendidikan; 

b. monitoring dan evaluasi terhadap kemajuan prestasi 
akademik; 

(2) Hasil monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat 
digunakan sebagai bahan pembinaan dan evaluasi 
pengembangan karier yang bersangkutan. 

Pasal 17 

Paragraf 3 
Monitoring dan !:1:valuasi 

b. menyelesaikan pendidikannya sesuai dengan kurikulum 
pengajaran tanpa merubah program studi sesuai 
rekomendasi; 

c. mentaati semua ketentuan tugas belajar, termasuk 
ketentuan yang berlaku pada lernbaga pendidikan; dan 

d. melaporkan diri kepada Kepala BKPSDM paling larnbat 
7 (tujuh) hari kerja setelah dinyatakan selesai menjalani 
masa studi. 

(3J PNS yang tidak mernenuhi kewajiban sebagaimana ayat (2) 
diberikan sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku. 

(4) PNS yang telah menyelesaikan pendidikan tugas belajar 
dapat diberikan kenaikan pangkat Penyesuaian Ijazab 
sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. 

; 
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Izin belajar, diberikan dengan ketentuan sebagai berikut: 

a. program studi yang ditempuh sesuai dengan kompetensi 
keilmuan, keterarnpilan dan keahlian yang diperlukan oleh 
Pemerintah Daerah; 

b. program studi yang ditempuh bukan merupakan program 
pendidikan jarak jauh, kecuali yang diatur menurut 
ketentuan peraturan perundang-undangan; 

c. jadwal kuliah tidak melanggar jam kedinasan; 

d. kegiatan atau program pendidikan diselenggarakan oleh 
lernbaga pendidikan negeri atau swasta yang terakreditasi 
minimal peringkat B) BAN-PT (Badan Akreditasi Nasional 
Perguruan Tinggi) ; 

e. kegiatan pendidikan tidak mengganggu Jam kerja 

Pasal 20 

Paragraf 1 
Pemberian Izin Belajar 

dirnaksud pada ayat (1), Bupati mendelegasikan kepada: 
a. Kepala BI{PSDM, untuk surat izin belajar bagi PNS yang 

akan melanjutkan atau sedang melaksanakan 
pendidikan sampai dengan jenjang Strata Tiga (S3) atau 
yang sederajat, Surat Penugasan Khusus Izin Belajar, 
Surat Keterangan Belajar, dan Surat Keterangan 
Pendidikan; 

b. untuk jenjang Strata Tiga (S-3), Surat Penugasan 
Khusus Izin Belajar clan keterangan pendidikan 
diproses setelah mendapat persetujuan Bupati, 

sebagaimana 

(1) Bupati berwenang menerbitkan Surat Izin Belajar, Surat 
Penugasan Khusus Izin Belajar, Surat Keterangan Belajar, 
dan Surat Keterangan Pendidikan. 

(2) Dalam melaksanakan kewenangan 

Pasal 19 

Bagian Kedua 
Izin Belajar 
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(1) PNS yang akan mengikuti pendidikan dengan status izin 
belajar mengajukan surat permohonan kepada Bupati cq. 
Kepala BKPSDM melalul pirnpinan PD atau dapat · melalui 
elektronik sesuai dengan ketentuan yang berlaku, 

(2) Surat Permohonan sebagairnana dimaksud pada ayat (1) 
dilampiri dengan: 
a. surat pengantar dari fD yang bersangkutan; 
b. formulir pengajuan izin belajar; 
c. fotokopi SK kenaikan pangkat terakhir yang dilegalisir 

oleh instansi yang bersangku tan; 
d. penilaian prestasi kerja dua tahun terakhir masing - 

masing kriteria minimal "baik" yang dilegalisir PD yang 

bersangku tan; 

e. surat pernyataan bermaterai Rp 6000,- yang 
menyatakan bersedia rnematuhi segala ketentuan 
ten tang izin belajar atau yang dipersamakan; 

f. jadwal pendidikan/perkuliahan; 
g. surat keterangan dari lembaga pendidikan yang 

menyatakan bahwa yang bersangkutan diterima/sedang 
menempuh studi di lembaga tersebut; 

h. print out bukti akreditasi program stud.i perguruan tinggi 
dari BAN-PT (Baden Akreditasi Nasional Perguruan 
Tinggi) atau dari Perguruan Tinggi; dan 

1. bagi program studi bidang kesehatan yang masih 
menggunakan akreditasi da.ri Kementerian Kesehatan 

Pasal 21 

f. biaya pendidikan ditanggung sepenuhnya oleh PNS yang 
bersangkutan kecuali ditentukan lain berdasarkan 
ketentuan peraturan perundang-undangan; 

g. tidak sedang menjalani hukurnan disiplin; dan 
b. bagi pemangku jabatan fungsional tertentu pemberian izin 

belajar didasarkan pada ketentuan pangkat dan jabatan 
fungsional tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 
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: 



(1) Dalam mernenuhi kebutuhan fonnasi pendidikan langka 
dapat dilaksanakan izin belajar melalui "penugasan khusus 
izin belajar" dengan pertrmbangan sebagai beriku t: 
a. program studi hanya 'ada di lembaga pendidikan 

tersebut, dan berada diluar keterjangkauan wilayah; 
b. alumni program studi tersebut dibutuhkan oleh 

Pemerintah Daerah dalam menunjang tugas-tugas dinas; 
c. formasi jabatan tersebut sulit untuk dipenuhi karena 

kelangkaan dan keterbatasan sumber daya manusia 
ataupun keterbatasan anggaran di daerah. 

{2) Bagi PNS yang menempuh izin belajar sebagaimana ayat 
( 1) dalam pengembangan keprofesian/kebutuhan organisasi 
dapat diberikan penugasan khusus izln belajar dengan 
meninggalkan tugas dinas maksimal 2 (dua) hari untuk unit 
kerja yang masuk 6 (enam) hari kerja, clan 1 (satu) hari kerja 
untuk unit kerja yang yang masuk 5 (lima) hari kerja dalam 
satu minggu. 

(3) Persyaratan izin belajar sebagaimana dimaksud pada pasal 
21 ayat (2) berlaku secara mutatis mutandis terhadap 
persyaratan penugasan khusus izin belajar sama dengan 
sebagaimana dan ditambah surat pemyataan kepala PD 
bahwa program studi tersebut merupakan kebutuhan PD 
dan tidak menganggu pelayanan. 

(4} Penugasan khusus izin belajar sebagaimana ayat (2), harus 
mendapat pertimbangan teknis BKPSDM dan persetujuan 
Bupati. 

Pasal 22 

(3) Bagi jabatan fungsional tertentu untuk izin belajar 
berdasarkan dengan kategori jabatan fungsional tertentu 
dan untuk pengakuan ijazah bagi jabatan fungsional 
tertentu didasarkan atas kebutuhan formasi dan 
dilaksanakan melalui seleksi, 
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(1) Keterangan Pendidikan diberikan kepada PNS yang sudah 
memperoleh ijazah pendidikan sebelum rekrutrnen Calon 
PNS, serta linear sesuai dengan formasi jabatan dengan 
akreditasi dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi 
(BAN-PT) minimal B. 

Pasal 24 

( 1) Calon PNS yang telah diterima dapat mengajulcan surat 
keterangan belajar kepada Kepala BKPSDM melalui 
pimpinan PD sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 

(2) Bagi Calon PNS yang mengajukais keterangan belajar 
sebagaimana dimaksud pada ayat (I), melampirkan: 
a. surat pengantar dan PD yang bersangkutan: 
b. fonnulir pengajuan keterangan belajar; 
c. fotokopi SK Calon PN3 yang dilegalisir oteh Kepala 

PD yang bersangkutan; 

d. target Sasaran Kerja Pegawai; 
e. surat Pernyataan bermaterai Rp. 6000,- yang 

menyatakan bersedia mematuhi segala ketentuan 
tentang keterangan belajar atau yang dipersamakan; 

f. jadwal pendidikan/perkuliahan; dan 
g. surat keterangan dari Lembaga Pendidikan yang 

menyatakan bahwa yang bersangkutan sedang 
menempuh studi di lembaga tersebut. 

h. print out bukti akreditasi program studi perguruan tinggi 
dari BAN-PT (Badan Akreditasi Nasional Perguruan 
Tinggi), minimal terakreditasi B. 

(3) Keterangan belajar dapat diberikan apabila program studi 
yang sedang ditempuh linear dengan formasi Caton PNS. 

(4) Keterangan belajar berlaku paling lama satu tahun setelah 
SK Calon PNS. 

Pasal23 

Paragrap 2 
Surat Keterangan Belajar dan Keterangan Pendidikan 
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forrnasi dengan akreditasi' Badan Akreditasi Nasional 
Perguruan Tinggi (BAN-PT) minimal B, dengan periode tahun 
lulus sampai dengan 2017. 

(3} Keterangan pendidikan digunakan sebagai pengakuan 
kepastian Ijazah PNS untuk digunakan pengernbangan 
kompetensi berdasarkan kebutunan formasi dan jabatan, 
atau dapat dilaksanakan melalui uji kompetensi. 

(4) Keterangan pendidikan bagi .Jabatan Fungsional mengacu 
kepada ketentuan dan petunjuk teknis dari peraturan 
Jabatan Fungsional dan ketentuan peraturan .perundang - 
undangan terkait lainnya. 

(5) Keterangan pendidikan diberikan kepada PNS yang telah 
memiliki ijazah setingkat lebih tinggi dengan ketentuan: 
a. belum memiliki izin belajar / keterangan belajar; 
b. Ijazah yang diperoleh sebelurn Calon PNS/setelah PNS; 
c. Jjazah linear dengan formasi pada saat Calon PNS 

atau peralihan jabatan pada SK terakhir; 
d. tida.k menuntut jabatan dan penyesuaian ijazah. 

(6) Penggunaan ijazah dari Keterangan Pendidikan dapat 
diguna.kan setelah mencapai pangkat puncak atau atas 
dasar kebu tuhan dan formasi, 

(7) Persyaratan bagi PNS yang mengajukan keterangan 
pendidikan melarnpirkan: 
a. surat pengantar dari PD yang bersangkutan; 
b. formulir pengajuan keterangan pendidikan; 
c. fotokopi SK Ca.Ion PNS yang dilegalisir; 
d. fotokopi SK pangkat terakhir; 

e. setiap unsur Penilaian Prestasi Kerja sekurang- 
kurangnya bernilai baik dalam 2 (dua} tahun terakhir; 

f. surat pernyataan bermaterai Rp, 6000,- yang 
menyatakan bersedia mematuhi segala ketentuan 
tentang keterangan pendidika.n dan bertanggungjawab 
terhadap keabsahan dokumen; 

g. surat keterangan asli dari Lembaga Pendidikan yang 
menyatakan bahwa yang bersangkutan adalah 
rnahasiswa sah dan telah rnenemnuh studi di Iembasa 
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(!} Untuk memberikan pengakuan kepada. PNS yang telah 
menempuh pendidikan formal akan diberikan pencantuman 
gelar, 

(2) Pencantuman gelar sebagaimana ayat (I) yang diakui dalam 
manajemen kepegawaian bagi jabatan administrasi adalah : 
a. untuk gelar D-III, pangkat minimal Pengatur (II/c); 
b. untuk gelar S-1 pangkat minimal Penata Muda (III/a); 
c. untuk gelar S-2 pangkat minimal Penata Muda Tk I 

(TIT /b); 

d. untuk gelar S-3 pangkat minimal Penata (III/c). 
(3) Bagi jabatan fungsional, pencantuman gelar tetap 

memperhatikan jabatan dan pangkat sebagaimana diatur 
dalam ketentuan dari instansi pembina jabatan fungsional. . 

(4) Pencantuman gelar dilaksanakan apabila PNS sudah lulus 
pendidikan dan melaporkan melalui PD kepada BKPSDM 
dengan melampirkan: 
a. fotokopi Ijazah dan Transkrip Nilai dilegalisir: 

b. surat Tugas Belajar/Izin Belajar/ Surat Penugasan 
Khusus Izin Belajar/Ketcrangan Belajar/Keterangan 
Pendidikan. 

Pasal26 

Bagian Ketiga. 
Pencantuman Gelar 

Izin belajar, penugasan khusus izin belajar, surat keterangan 
belajar, dan surat keterangan pendidikan akan dicabut dan 
dinyatakan tidak berlaku apabila dikemudian hari dalam 
pelaksanaannya melanggar peraturan perundang - uridangan 
yang berlaku. 

Pasal 25 

h. surat keterangan akreditasi program studi sesuai Badan 
Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) minimal 
B dari Perguruan Tinggi asal. 
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(1) Pelatihan Teknis dilaksanakan untuk mencapai persyaratan 
standar kompetensi jabatan dan pengernbangan karir. 

(2) Kebutuhan Pelatihan Teknis sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) ditetapkan oleh PPK yang dikoordinasikan BKPSDM 

Pasal 28 

Bagian Kesatu 
Pelatihan Teknis 

(1) Setiap PNS memiliki hak dan kesempatan yang sama untuk 
dilkutsertakan dalam pengernbangan kompetensi melalui 
pelatihan, dengan memperhatikan hasil penilaian kinerja 
dan penilaian kompetensi PNS, dan kepada yang 
bersangkutan diberikan kesernpatan yang sama pada -Jenis 
pengembangan, 

(2) Pengembangan kompetensi bagi setiap PNS sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 20 (dua 
puluh) JP dalam 1 (satu) tahun, 

(3) Kompetensi melalui Pelatihan meliputi: 
a. Pelatihan Teknis; 
b. Pelatihan Fungsional; 
c. Pelatihan Kompetensi Sosial Kultural; 
d. Pelatihan Kompetensi Manajerial; 
e. Pelatihan Penunjang. 

Pasal27 

BAB IV 
PELATIHAN 

sebagai pengembangan karier/ kompetensi dengan 
memperhatikan ketentuan sebagaimana dirnaksud pada 
ayat {2), ayat (3) serta ketentuan lainnya. 

(6) Dalam hal penambahan gelar dalam Surat Keputusan, akan 
dimunculkan pada Surat Keputusan beriku tnya sesuai 
dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan. 
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{1) VTC merupakan pembelajaran secara berkelompok yang 
diarnpu oleh lnstruktur dari Kabupaten Kolaka Timur serta 
pakar atau tenaga ahli dari instansi lain sesuai dengan 
kebutuhan dan sasaran pembelajaran. 

(2) Pengelolaan UTC berada pada BKPSDM, sesuai dengan 

Pasal 31 

Paragraf 1 
UTC 

BKPSDM dalam melaksanakan pelatihan teknis selain yang 
difasilitasi oleh lembaga diklat terakreditasi maka dapat 
dilaksanakaan melalui UTC, Pelatihan On Site Training (OST}, 
serta pelatihan non klasikal (E-Leaming), dan diklat teknis 
lainnya. 

Pasal 30 

(1) Kurikulurn pelatihan teknis didasarkan pada ketentuan 
peraturan Lernbaga Administrasi Negara dan/atau instansi 
teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang­ 
undangan. 

(2) Jam pembelajaran pelatihan teknis sekurang-kurangnya 30 
(tiga puluh) JP. 

Pasal 29 

(3) Pelatihan Teknis sebaga.imana dimaksud pada ayat (1) 
dilaksanakan oleh BKPSDM atau dengan metode pengiriman 
ke penyelenggara sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 

(4) Pelatihan Teknis yang dilakeanakan oleh BKPSDM 
sebagaimana dimaksud pada ayat (·3) dapat berkerjasama 
dengan instansi sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 

- 22- 



(1) Untuk mernpermudah capaian pembelajaran dengan tepat 
sasaran dan dapat dijadikan contoh bagi unit lain salah 
satu upaya pembelajaran dengan model pembelajaran 
melalui OST. 

(2) OST merupakan model pembelajaran dengan menerjunkan 
contoh/ pemandu/ instruktur yang tergabung dalam tim 

penelitian ke unit-unit yang membutuhkan untuk dilatih 
dan dibentuk sesuai dengan tujuan pembelajaran dalam 
jangka waktu tertentu. 

Pasal 33 

Paragraf2 
OST 

laporan basil pembelajaran selanjutnya, dengan 
pelaksanaan pembelajaran. 

(1) Dalam mengelola UTC BKPSDM membentuk kepanitiaan 
dalam pelaksanaan kegiatan pembelajaran setiap tahun. 

(2) Untuk efektifitas dan efesiensi pembelajaran pelaksana UTC 
panitia menyusun pedoman urnurn masing-masing 
pembelajaran, yang ditetapkan oleh Kepala BKPSDM. 

(3) Dalam penyusunan panduan sebagaimana dimaksud pada 

ayat (2) dapat mengundang instruktur/narasumber masing 
- masing pembelajaran. 

(4J Pembelajaran UTC dilaksanakan secara berkelompok terdiri 
minimal 5 - 15 orang yang diampu oleh 1-2 orang insruktur 
per kelompok. 

(5) Metode pembelajaran didala:n kelas dan diluar kelas 
mengutamakan contoh dan praktek langsung yang 
dilaksanakan selarna 5-9 kali pertemuan. 

(6) Metode didalam kelas berada di BKPSDM, sedangkan 
metode diluar kelas berada di PD/Unit lainnya yang 
dirnonitoring oleh panitia dan instruktur UTC. 

(7) Evaluasi akhir sebagai pertimbangan untuk pelaksanaan 

Pasal 32 
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(1) Dalam rangka memenuhi hak PNS untuk meningkatkan 
kompetensi, rnaka semua PNS diberi kesempatan yang sama 
dalam meningkatkan kopetensl, 

(2) Dalam rangka efesiensi anggaran dalam proses 
pembelajaran, serta memperoleh hasil dalam pengukuran 
potensi pembelajaran dapat dilakukan pembelajaran non 
klasikal atau secara on-line . 

Pasal 35 

Paragraf 3 
Er-Learning 

(1) Sebagai legalitas pelaksanaan pelatihan OST maka dibentuk 
panitia sesuai dengan tugas dan fungsi. 

(2) Panitia menyusun metode dan pedoman urnum pelatihan 
sesuai dengan kebutuhan pernbelajarnn yang ditetapkan 
oleh Kepala BKPSDM. 

(3) Metocle pelatihan OST dengan teori, contoh, praktek dan 
pendampingan Iangsung secara bertahap sampai peserta 
bisa mandiri pada unit tertentu selarna 6-9 kali 
pendampingan. 

(4) Unit sasaran dan peserta yang akan dituju sesuai dengan 
arah dan tujuan pelatihan sesuai dengan kebutuhan dala.m 
menunjang kinerja unit/PD. 

(5) PD dapat mengusulkan unit tertentu untuk dilatih dengan 
pelatihan OST, dengan mencantumkan permasalahan dan 
kompetensi yang dibutuhkan. 

(6) Evaluasi akhir OST sebagai pertimbangan untuk 
pelaksanaan pernbelajaran selanjutnya, dengan laporan 
hasil pelaksanaan pembelajaran. 

Pasal 34 

(3) Pengelola OST adalah BKPSDM yang dikoordinasikan 
dengan PD/ tim penelitian dalam melaksanakan pelatihan 
OST sesuai dengan arah dan manfaat pelatihan. 
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(1) Instruktur UTC, OST, E-Leaming yang berasal dari PNS 

Pasal 37 

Paragraf 4 
Instruktur dan Peserta 

Pasul 36 

( 1) Dalam menjarnin keabsahan hasil pembelajaran maka 
dibentuk panitia pelaksanaan kegiatan. 

(2) Panitia menentukan pokok-pokok pembelajaran, pedornan 
umum, rnodul, sesuai dengan muatan materi yang akan 
dilaksanakan, yang ditetapkan oleh Kepala BKPSOM. 

(3) Dalam penyusunan modul panitia dapat mengundang 
instruktur / narasumber sebagai bentuk legalitas modul 
pembelajaran. 

(4) Dalam pembelajaran on-line dilaksanakan melalui 
pendaftaran kepada panitia, kemudian melaksanakan 
pembelajaran secara on-Line dengan mempelajari modul yang 
disediakan oleh panitia diupload ke Web Si.te BKPSDM. 

(5) Metode pembelajaran dilaksanakan mela1ui pembelajaran 
on-line dengan batasan pembelajaran yang ditentukan 
dalam bentuk pedoman umum pembelajaran. 

(6) Dalam masa pembelajaran on-line dapat dilakukan beberapa 
kali tatap muka sebelum dilaksanakan ujian. 

(7) Pada akhir pembelajaran dilaksanakan ujian dengan sistem 
komputersiasi melalui CBT. 

(3) Pengelola e-leaming dan CST adalah BKPSDM dalam 
melaksanakan pernbelajaran dapat berkoordinasi dengan PD 
lain guna menunjang kemanfaatan basil belajar. 

(4) Ternpat pelaksanaan ujian/tes merupakan metode 
pengukuran potensi dengan sistern kompu terisasi melalui 
program CBT. 

(5) Hasil pembelajaran on-line dan pengukuran hasil belajar 
melalui CBT dapat digunakan sebagai pengernbangan 
kompetensi PNS. 
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( 1) Peserta pelatihan berasal dari PNS melalui penjarmgan, 
usulan dan verifikasi atasan, sesuai dengan kebutuhan dan 
perninatan pembelajaran guna menunjang kinerja PNS dan 

kinerja PD. 
(2) Usulan peserta dapat dilaksanakan melalui usulan 

elektronik dengan aplikasi pengembangan kompetensi 
sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 

(3) Peserta OST dalam unit tertentu untuk dilatih secara 
berkelompok mulai dari pimpinan dan unsur penunjang 
dalam komplek kompetensi. 

(4) Peserta yang sudah mengikuti pembelajaran agar 
menularkan ilmu yang didapatkan selama pembelajaran 
kepada PNS lainnya. 

(5) Peserta sebelum melaksanakan pembelajaran wajib 
menandatangai pakta integritas yang diketaui oleh atasan 

langsung dan BKPSDM 
(6) Hal-hal teknis yang terkait dengan instruktur dan peserta 

akan diatur dalam pedcman umum pembelajaran yang 
ditetapkan oleh Kepala BKPSDM. 

Pasal 38 

instruktur mendapatkan sertifikat dan honorarium sesuai 
dengan kemampuan anggaran. 

(2} BKPSDM dapat mengundang narasumber diluar instruktur 
sebagaimana ayat ( 1) pejabat sesuai tugas fungsinya/ pakar 
PNS/Non-PNS dibuktikan dengan sertifikat keahlian/ 
kompetensi sesuai dengan materi yang dibutuhkan 
pembelajaran. 

(3) lntruktur dalam mengampu pembelajaran wajib 

rnemberikan penilaian terhadap perkembangan peserta 
sampai dengan selesainya pembelajaran. 

(4) Sebagai bentuk penghargaan kepada instruktur 

- 26- 



r,, n ... 1_.~, . . .. 
Pasal 41 

Bagian Kedua 
Pelatihan Fungsional 

(2) Sertlfikat sebagairnana ayat (1) dikeluarkan oleh BKPSDM 
secara manual atau secara elektronik sesuai dengan 
ketentuan yang berlaku. 

(3) Sertifikat yang diperoleh teregister di BKPSDM akan 
digunakan dalam pengembangan karier PNS di lingkungan 
Pemerintah Kabupaten Kolaka Timur. 

(4) Peserta Pelatihan non Klasikal (E-Leaming) yang tidak lulus 
diberi kesempatan untuk mengikuti ujian satu kali dan 

apabila tidak lulus akan diikutkan kembali pada jadwal 
berikutnya sesuai dengan pernbelajaran berikutnya. 

(5) Unit yang telah mengikuti pelatihan OST akan dijadikan role 
model bagi unit lain. 

(6) Unit yang telah mengikuti pelatihan OST akan diadakan 
evaluasi untuk mengembangkan hasil pelatihan. 

(1) Peserta yang sudah menyelesaikan pelatihan mernperoleh 
sertifikat yang ditandatangani oleh Kepala BKPSDM sesuai 
dengan perolehan predikat dan JP yang telah dilaksanakan 

Pasal 40 

Pasal 39 
( l) Dal am rangka mengefektifkan basil pelatihan teknis 

dilaksanakan monitoring hasil pelatihan oleh BKPSDM atau 
Tim yang dibentuk BKPSDM. 

(2) Monitoring sebagaimana ayat (1) dilakukan terhadap alumni 
peserta dan atasan langsung untuk mengetahui progress 
dan kemanfaatan basil pelatihan. 

• 
Paragraf 5 

Pasca Pelatihan UTC, OST, E-Leaming 
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(1) Pelaksanaan Pelatihan Kompetensi Sosial Kultural 
dilakukan melalui jalur pelatihan. 

(2) Pelatihan Kompetensi Sosial Kultural dilaksanakan untuk 

Pasal 43 

Bagian Ketiga 
Pelatihan Kornpetensi Sosial Kultural 

. 
pasal 11 didasarkan pada ketentuan peraturan Lembaga 
Administrasi Negara dan/ atau instar.si pembina jabatan 
fungsional tertentu sesuai dengan peraturan yang berlaku. 

(2) Jam pembelajaran pelatihan fungsional sebagaimana 
dimaksud pasal 36 sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) JP. 

(J) Kurikulum pelatihan fungsional sebagaimana dimaksud 

Pasal,42 

sesuai dengan jenis dan jenjang Jabatan Fungsional 
masing-masing. 

(2) Peserta Pelatihan Fungsional adalah PNS yang akan atau 
telah menduduki Jabatan Fungsional Tertentu. 

(3) Jenis dan jenjang Pelatihan Fungsional untuk masing - 
masing jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam 
ayat (1) ditetapkan oleh instansi Pembina Jabat.an 
Fungsional yang bersangkutan, sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan. 

(4) Pelatihan Fungsionat sebagaimana dimaksud ayat (1) 

dilaksanakan oleh BKPSDM atau instansi teknis/dengan 
metode pengiriman ke penyelenggara yang terakreditasi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 
dengan register sertifikat berada pada BKPSDM. 

(5) Pelatihan Fungsional yang dilaksanakan oleh 
BKPSDM/instansi teknis sebagaimana dimaksud ayat (3) 
dapat berkerjasama dengan instansi pembina jabatan 
fungsional tertentu sesuai dengan peraturan yang berlaku. 
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(1) Pelatihan Kompetensi Manajerial dilak~kan melalui jalur 
pelatihan. 

(2) Pelatihan Kompetensi Manajerial melalui jalur pelatihan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui 
pelatihan struktural. 

(3) Pelatihan struktural sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
terdiri atas: 
a. kepemimpinan madya; 
b. kepemimpinan pratama; 
c. kepemimpinan administrator; dan 

d. kepemimpinan pengawas. 
(4) Pelatihan struktural kepernimpinan madya diselenggarakan 

oleh Lembaga Administrasi Negara. 
(5) Pelatihan struktural kepernimpinan pratama, 

kepemimpinan administrator dan kepemimpinan pengawas 
diselenggarakan oleh lembaga pelatihan pemerintah 
terakreditasi. 

(6) Pelatihan struktural sebagaimana dirnaksud ayat (2) 
dilaksanakan oleh BKPSDM atau dengan metode pengiriman 

• 
Pasal 44 

Bagian Keempat 
Pelatihan Kornpetensi Manajerial 

(3) Pelatihan Kompetensi Sosial Kultural sebagaimana 
dirnaksud pada ayat {l) dilaksanakan untuk memenuhi 
Kompetensi Sosial Kultural sesuai standar kompetensi 
jabatan, 

(4) Pelatihan Kompetensi Sosia! Kultural sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh LAN. 

(5) Pelatihan Kompetensi Sosial Kultural diselenggarakan oleh 
lembaga pelatihan terakreditasi. 

(6) Pelatihan Kompetensi Sosial Kultural dilaksanakan melalui 
pengiriman atau oleh BKPSDM dengan berkerjasama dengan 
instansi pemerintah/lainnya yang terakreditasi. 

- 29 • 
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(1) Peningkatan kernampuan rnelalui pelatihan penunjang 
dapat dilaksanakan oleh PD/ dengan pengiriman maupun/ 
dikerjasamaka.n dengan lembaga yang terakreditasi/ 
berkornpeten. 

PasaJ 46 

f. Workshop; 
g. Sarasehan; 
h. Orientasi; 
1. Bimbingan Teknis: 
J. Tranfer knowledge dari penyedia barang danjasa kepada 

PNS; 
k. Bench mark; 

l. Pelatihan penunjang dengan nama lainnya yang 
menunjang kinerja PD. 

(3) Peningkatan kemampuan melalui pelatihan penunjang 
dilaksanakan dengan JP dibawah 30 JP .. 

(1) Dalam rangka pemenuhan kebutuhan pengembangan 
kompetensi PNS, maka pengernbangan kompetensi dapat 
dilaksanakan melalui pelatihan, penunjang yang tidak 
bertentangan dengan pelatihan teknis, fungsional, social 
kultural, dan manajerial. 

(2) Pelatihan penunjang dapat dilakukan, meliputi: 
a. Pelatihan Kantor Mandiri; 
b. Lokakarya; 
c. Penyuluhan; 
d. Sosialisasi; 
e. Seminar; 

Pasal 45 

Bagian Kelirna 
Pelatihan Penunjang 

lembaga pelatihan yang terakreditasi sesual dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan. 

·30- 



( 1) Peserta pengembangan kornpetensi pelatihan penunjang 
memperoleh sertifikat/ sertifikat elektronik sesuai denga.n 
meteri dan JP Pelatihan. 

(2) Dalarn rangka mempermudah pendataan PNS yang telah 
mela.ksanakan pengembangan kompetensi melalui 
pelatihan penunjang yang dilaksanakan oleh PD, maka PD 
wajib menyampaikan laporan hasil diklat tertulis/ 
elektronik kepada Bupati melalui BKPSDM. 

' " 

Pasal47 

mendapat persetujuan BKPSDM sesuai dengan kebutuhan 
tugas dalamjabatan. 

(3) Peningkatan kemampuan melalui pelatihan penunjang yang 

diselengarakan oleh PD sendiri/ dikerjasamakan dengan 
lembaga yang terakreditasf/berkompeten maka didahului 
dengan pedornan pelaksanaan/Kerangka Acuan Kerja 
dengan mernperhatikan asas kernanfaatan clan kegunaan 
kebutuhan pengembangan pada PD tersebut dan mendapat 
persetujuan BKPSDM sesuai dengan kebutuhan tugas 
dalam jabatan. 

{4) Usulan nama perserta pelatihan penunjang yang 
diselengarkaan oleh PD diteruskan ke BKPSDM dapat 
melalui aplikasi pengembangan kompetensi secara 
elektronik, 

(5) BKPSDM dapat menugaskan PNS untuk melaksanakan 
monitoring pelaksanaan pelatihan penunjang yang 
diselenggaran oleh PD/kerjasama dengan lembaga yang 

terakreditasi/kompeten. 
(6) pelatihan penunjang dapat dibiayai oleh APBD/APBM/ 

Lembaga sponsor lain/ biaya mandiri PNS. 

(7} Pembiayaan pelatihan penunjang dengan biaya mandiri 
harus memperhatikan azas lcemanfaatan serta dilampiri 
dengan prosedur dan ketentuan yang jelas, tertuang dalam 
surat pernyataan/berita acara/keterangan lain yang dapat 
dipertanggungjawabkan. 
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(1) Penyelenggaraan pelatihan didahului dengan penyusunan 
proposal/Kerangka Acuan Kerja dan pembentukan 
kepanitiaan yang dilakukan sesuai dengan kebutuhan 
penyelenggaraan pelatihan. 

(2) Tata cara dan pedoman umum pelaksanaan pelatihan 
penunjang ditetapkan dengan Keputusan Bupati. 

Pasal 49 

(1) Mengoptimalkan hasil pelatihan teknis, fungsional, serta 
sosial kultur, pelatihan penunjang maka atasan Iangsung 
berkewajiban untuk memonitor, pendampingan, 
pemanfaatan hasil pelatihan dalarn menunjang kinerja 
organisasL 

(2) PNS yang telah mengiku ti pelatihan dengan metode­ 
pengiriman berkewajiban untuk menyampaikan kepada 
atasan, teman sejawat/unit kerja dan memaparkan hasil 
pembelajaran melalui pelatihan kantor mandiri. 

(3) Setelah ketentuan ayat (2) telah dilaksanakan maka wajib 

menyampaikan laporan hasil presentasi pelatihan secara 
tertulis kepada Bupati melalui BKPSDM, yang dilampiri 
daftar hadir pelatihan kantor mandiri, sertifikat asli untuk 
diregister di BKPSDM. 

(4) Sertifik.at yang sudah diterbitkan dan teregister BKPSDM 
dapat digunakan untuk pegembangan diri PNS. 

(5) Pelatihan kantor mandiri sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2) dapat digunak.an sebagai pelatihan penunjang 
dengan perolehan JP sesuai ketentuan. 

Pasal48 

pengembangan karier PNS di lingkungan Pemerintah 
Kabupaten Kolaka Timur. 

(4) Data alumni peserta pelatihan penunjang yang tidak 
teregister di BKPSDM tidak dapat digunakan dalam 
pengembangan karier PNS. 

- 32- 
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BKPSDM dapat melaksanakan penjaringan/seleksi PNS 

melalui tes kompetensi. 
b. untuk pengembangan diri PNS meliputi sebagai 

narasumber, menghasilkan karya tulis yang dimuat 
dalam jurnal dinas/nasional/ internasional, karya buku 
yang ber ISBN, dan penemuan yang bermanfaat bagi 
pemerintah. 

(3) Ketentuan lebih lanjut terkait dengan Pengernbangan diri 

(l} Pengembangan talenta PNS untuk kepentingan dinas dapat 
dilaksanakan melalui pengernbangan kompetensi lainnya. 

(2) Pengembangan kompetensi lainnya sebagaimana dimaksud 

dalam ayat (1) dilaksanakan: 
a. untuk memenuhi kebutuhan formasi tertentu, 

Pasal 52 

BABV 

PENGEMBANGAN KOMPETENSI LAINNYA 

(1) Jam pembelajaran pelatihan bagi PNS dalam 1 [satu] JP 
adalah 45 (empat puluh lima) menit. 

(2) Kurikulum didasarkan pada ketentuan peraturan sesuai 
dengan jenis kebutuhan pelatihan pada instansi 
teknis/Pembina jabatan fungsional tcrtentu/ Lembaga 
Administrasi Negara. 

Pasal 51 

Pembiaya.an penyelenggaraan pelatihan bersumber dari APBN, 
APBD dan/ atau lain-lain pembiayaan yang sah. 

Pasal 50 

{3) Sebelum pelaksanaan pelatihan dilaksanakan seleksi guna 
penyaringan peserta dalarn menunjang keberhasilan 
pembelajaran. 

• 
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Sertifikat pengembangan kompetensi yang diperoleh sebelum 
peraturan ini berlaku dapat digunakan sepanjang tidak 
bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. 

Pasal 54 

BAB VII 

KETENTUAN PENUTUP 

{l) Pengajuan keterangan pendidikan akan diproses sampai 
dengan 6 (enam) bulan sejak peraturan Ini diundangkan. 

(2) Apabila pengajuan setelah melewati tanggal sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) tidak dapat diproses . 

(3) Penyesuaian ijazah, jabatan, dan kepangkatan dari ijazah 
melalui proses izin belajar, penugasan khusus izin belajar, 
keterangan belajar, dan keterangan pendidikan didasarkan 
pada formasi dan kebutuhan jabatan sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan, 

., 

Pasal 53 

BAB VI 

KETENTUAN LAIN LAIN 

;. 
(4) PNS yang rnempunyai kemampuan lebih dan 

ditunjuk/ditetapkan oleh instansi pernerintah pusat 
(Kernen terian / Lembaga) se bagai N arasum ber /Instruktur 
Nasional yang dibutuhkan oleh instansi pemerinta:h 
(pusat/daerah) dapat diberikan izin dengan tetap 
mengutamanakan tugas pokok dan kewajiban pad a instansi 
/pelayanan. 

{5) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat ( 4) diterbitkan dalam 
bentuk penugasan oleh BKPSDM setelah adanya 
pertimbangan teknis instansi terkait, 

• 

- 34 • / 



... 

2020 

; 

Ditetapkan di Tirawuta 
Pada Tanggal If Jv\,I 2020 

Agar setiap orang rnengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Bupati ini dengau penempatannya 
dalam Berita Daerah Kabupaten Kolaka Timur. 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Pasal SS 
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'Dopu\ n1cni;_,;u1\4knn fornllll Rckomcndii.~i l.cp.:,IA OPO ~·an& ~uda.h adn peda Dlnas/ Bndnn 

(Nam:i. ) 
Pant~kot I not. 
KIP. 

1·1ru ... ·u1<1 ....... - ...... :Z0:20 

Keep:,!,\ OPD. 

Demikian Surat Rckomcndnsi iru diberlkan untuk dtpcrgunakan sebcgaimane 
mcseinyn. 

NIP 
Pnnglcnt/ Golongnn 
.Jnbatau 
Unil Kerjn 
untuk mcncikuti Seleks] Tugns Belnjnr dengan sumbcr biaya pndn 
.............. tnamc jurusnn] Fnkultos [namn fnkultus} Universltae 
.................... , di (lok~si Unl\'Nsitns) Tahun / (tahun 
ajarnn]. 

Kepala Dinas/ Bndnn (nama OPD/Unit Kcrjn) Knlrnpatcn Kolako. Timur 
rnemberikan Rekomcndnsi kcpada: 
Nnmn 

REKOMENDASI 
Nomor: 

KOP INSTANSI/ UNIT KERJA 

• 

. • 

A. Surat Rekomendasi Instansi Ulltuk mengikuti Seleksi Tugas Bclajar: 
~-- -------------·---·----·----- ----- 

I. CONTOH FORMAT DOKUMEN SELEKSI TUGAS BELAJAR 

: PERATURAN BUPATI KOLAKA TIMUR 
: 1.8 

17 - 07 TAHUN 2020 
: PENGEMBANGAN KOMPETENSl BAGI 

PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN 
PF.MERIN'l'AH KABUPATEN KOLAKA TIMUR 

LIIMPIRAN 
NO MOR 
1'ANGGAL 
TENT ANG 



INcama Jeb.11 ... , ... , .... - ...... 1 
Pangkal/ 0<>1. 
NIP. 

Kepo.la OPD, 

: 1.~11bc,gnitna11n 11,1110 tereantum <In/nm SK tcrnkhir) 

l'nngknt/ Onlon1;nn 

Jnbntnn 

Unit Kcrju 
Pcndldlkon Tcmkhlr 

Tcmpnt Pcrkullnhnn 

Proi;rnm Pc11dldlknn 

Ocmlklnn Surnt Pcnnohonun inl lo,ml bunt onluk dupnl dltindnk lnnjuli Bndnn 
Kcpcgow.olon dnn Pcngcmb.:mi;on Sumbcr Daya Mnnusln tsc,mol proscdur don kc1cn~unn 
yoni; bcrlnlm. 

Bcr~nmn lnl knml mcng,.juknn pcrmononan Selek s] -~ui,;os. Bclnjor d:ari Dinuo,/ 
13odan Sc:bn&>•hno,u, l'\JClnh ,nc:mcnuhi ·~·.~rnt ,bn kctcntunn bcrdmmrkon Pc:rbup 
Nomor Tnhun :20'20 Tcntun.i; l'cn.i:c,mhnni;un Kompclcnsl Blli;i PNS di L•n1;kun!;nn 
l'cmcrlnl£1h Knbupa1cn Kolnkn Timur, uncuk d11poc diu,mLlrnn n1cni;iku1i Tes{ Sckksl 
Pcndlclik11n/ Akudcmlk, )'01111 : 

Tirn\\"lU,L• 

: l'cnnohonnn Mi,n!,ikuti SclckRi 
TUgAS Bclnjnr 

Pc:rihnl 
Lumpirnn : I (sotul 13crknet 

Kcpndll 
Yth. Kcpoli\·B:.dlln Kcpccnwninn . 

& r,enr,,embl\ngnn SOM 
Knhupo1c,n Kolokn Timur 
di - 

; ..... / ..... /'20'20 1'omor 

Tlmwuw, ...... - ...... 2020 

KOP OPD/ UNIT KERJA 

B. Surat Pcrmohonan Rekomendasi Seleksi Tugas Belajar dad lnstansl 
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I L ___. 

18:\m•, ·· ·•· ,.., ,. .. ,..1 
Pa"5k .. t/ Gol 
NH'. 

(Nllmn •• ,. ••••• ,. •···I 
l'nn;;kJ\t/ Gol. 
NIP. 

Yang Membuat Pe:my1.ta1111 

C1'lnson L4npunsl 

Mengeto.hui, 
l<cpnln CQPO/Unit K.c:rj:,) 

Tlmwuu,, • :?0.20 

Dcmikian Surnt Pernyatann ini kami buat dengan seeenar • benarnya untuk 
dipcrgunakan scbagaiman« mestinya. 

apabila yang ben;anp)cut:m diterirna dan rnengilruti Tugas Belajnr, tid.ak 
mengganggu rugas - tueos/ kegioto.n kedinasan y:mg ditingg:tllwn dan tidak 
menuntut adnnya periambahan personil, 

NIP 
Pangkal/ Oolongan 
Jabatan 
Seksi/ Bidang 

menyatnkan behwa ~w.:ii i\'E.'geri Sipil : 
Nama 

NIP 
P,mgk:::1t/ Gclongan 
-Jabatan 
Instanei 

Yang bcrtanda t:mgan dibawah ini : 
Nnma 

SURAT PERNYATAAN 
Nomor. 

KOP INSTANSI/ tJNIT KER.Ji\ 

. . 

c. Surat Pcrnyataan Atasan Langsung 
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------·······------- 

(Nam;) .Jetoa ....... , .... ,., •••••• ) 
PAn1,knl/ Ool. 
NIP. 

Timw\lto, - 2020 
YQns MembuQt Pcrnyouu,n, 

Dernikian Surat Pernynraan ini saya dibuot dengnn sebcnar - bcnarnya dan 
pcnuh rosa tnnggung jawab, Apnblla pcrnyataan ini tidak dapat saya penuhi, 
maka saya berscdia rnenerima sanksl sesuet dengan perarurnn ynng berloku. 

Dengan 1n1 menyorakan SA.nggu.p untuk menyelcsaikan masn studi 
seloma , Semester , bulan/tnhun s.d bulnn/t.ihun . 

adnlnh be nor rnnha.siswa tugos belajar Progrnm StudL. , p."'\da 
Univcrsitns/ Perguruan Tinggi . 

NIP 
Pangkot/ Golongan 
.Jabatan 

Y.:ing bcrtnnda tangan di bawah ini: 
Nnmn 

SURAT PERNYATAAN 
KESANGGUPAN MENYELESAJKAN M'.ASA STUDI 

D. Surat Pet11yataa11 Kesanggupa11 Menyelesaikan Masa Studi 
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Yong MC'fflbuot PcrnyAtuan, 
Tirn,vuto., 2020 

Dernikian Surat ~m}'atann Persetejuun ini s:iya dibunt dengnn suneguh - 
sungguh unruk diperg1.an::ikan sc-b.ogaimruia mestinya, 

; 

Unruk mengikuri pendidikar, Togas Bi:-lajnr padn Program Studi. , Jurusnn 
......... , di Universit:.s/ Pcrguruan Tinggi sarnpai dengan seles.al, 

No. KTP 
Ab mat 
Pekerjaan 

Mcnyatakan tidak keberatnnj' mernberikan persetujuan sepenuhnya kepada 
suami/istri scya : 
Nam.o 

{Nam.a .Jeh,s _ •.... ,. .• l 

No. KTP 
Alernat 
Pekerjaan 

Dengnn hormt\t, yang bcrtnndc trmg:m di bawah ini, ndalah merupakan 
(su:imi/istri) : 

, 

SVRAT PERNYATAAN 
PE'RSETVJUAN SUA'MJ/JSTRI UNTUK TUOAS BEi.AJAR 

r-------- 
1 
i 
I 
I 

I 
' 

E. Surat Pernyataan Persetujuan Suami/Istrl 
• 
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P"ni;l<u\/ Ool, 
xu-, 

llbima a&:JBD11osocsceeeseoe,,eel 

Tlrowu1a - 2020 . 

' Dernikian Suml Pcmyataon ini saya dibuat dcng::m Sl!SUllgguhnya dnn apabila 
dikemodia hnri pernyataan ini tidak benar, mako say::, bersedia diken:ik:m . 
s::inksi sesuai dengan peraruean y:ing berlaku. 

Ynns Mc,11 buat P~ rny,uuun, 

menyatnknn bahwa Progr.i.m Studi yang mtnati dalarn pengajuan usulon Tugas 
Belajar pada Uniwrsitas/ Pcrgurunn Tinggi.. (rtama univcm,itas), 
Jurusan (nama jurusan), Program Studi (ttama program studi) adalnh 
rclcv.111/bcrko.it.nn dengan Pendidiko.n Tcra.khir snya. 

: • , ••• (' .o<clx>9nm1<ar1a r,nng 1arcm1Ctrm dolan1 SK tcraklllr} 

NIP 
P:mgkat/ Golong.tn 
lnstansi 
Pcndidik:m Tcrnkhir 

Soya y.:i.ng bertandu tnngnn di bawah ini: 
N:mm 
Tern pat, Tangga] Lahir 
Pendtdlkan 
.Jnbntari 

SURAT PERNYATAAN 
RELEVANSIPENDIDIKAN 

-------------· 
A. Surat Peruyataan Relevansi Pcndi4ikan 

II. CONTOH FORMAT DOKUMEN SELEKSI ADMINISTRASJ KEPEGAWAIAN 
,' . .. -41- 



mama Jelan , 
J>ttns)<nt/ Col. 
NIP. 

Y.o.ns llembunt PernyntZ1nn, 

Tir11.\\·u1n 20;:w 

Demikian Sur:11 Pernyataan ini saya dibuot dcngan sesungguhnya don npabila 
dikernudio hari pernyatccn ini tidak bcnor , maka snva bersedia dikcnnkan 
sanksl sesual dengan peraturan y;mg berlaku. 

S.1y.1 y::tng bertanda tnngan di bawah ini: 
Noma 
Ternpat, Tanegol Lahir 
Pendidiknn 
Job:itan 
NIP 
Pangk.it/ Golongan 
tnstnnst 
menyataknn bahwa sayn p;1d.1 saat ini tido.k sedang mcngikuti/ menernpuh 
pcndidiknn formal lninnya atou telah rmmiliki gclar yang setingk:,.t d1mgan 
program pendidikan yallg say« pilih untuk mengikuti Per.didikan Tugas Bi::lnjnr . . 

SURAT PERNYATAAN 
TIOAK SEDANO MENGCKUTJ PENDJDIKAPI. FORMAL 

B, Surat Pern.yataan Tidak Sedang Mengikuti Pendidikan Formal Laina.ya 
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(No.ma ·-= ·> 
Pangko.t/ Gol. 
NIP . 

Tirawuta , • 2020 

Kepato OPD 

Dcmikian Sur.::\t Ketcmmgttn ini dibuat, untuk dipergunakan scbngnimana 
mestinya. 

- • Y,:mg bersangkutan: 
l. Tidak sedang rnenjalan! hukunum disiplin tingknt sednng/ bernt; 
2. Tidak pernah dij:uuhi hukum::m disiplin tingka.L scdo.ng/ berat: 
3. 'Tidak sedang mcnjal:mi proses pidan«, baik tindak pidaria kejahalan 

rnaupuu pelanggnron: 
4. Tidak pcrnah dijntuhi hukusn:m pid::uttt penjara, 

J 

• 

Unit Kcrja 

Menerangkan bahwa Pegawnl Negeli Sipil: 
Nnmn 

NIP 
P::mgknt/ Golongan 
Jnbnt.nn 

V.ang berrando lttng::m di bawah ini: 
Nnma 

NIP 
Pnngk:it/ G olongan 
Jabatan 
Unit K,nj:i 

SURAT KETERANGAN 
TWAK MENJALAm H'l'JKUMAN DISIPLIN 

Nomor: 

KOP INSTANSI/ UNIT KERJA 

C. Surat Keterangan Tidak Sedang Menjalanl Hukwnan Disiplin. 
.. 
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INam• Jelu, ...... .., .. 11 ... ,·1 
Ponsk.cat/ Col. 
~1P . 

\'nnn Mcmbut\t Pcmyn10011, 

Tlrl\lA'UIA, •..••• - ...... 2020 

Demikian Surat Pcmynt;uln ini sa.yn bunt dcngon ses\Ulg~hnyn dnn opa.bilo 
dlkcmudinn hari pcrnyatnon ini tidak dapat s:iyn penuhl, maka s:iyn bersedla 
dlkcn:ik..'\I\ snnksi scsuoi dcngan peraturan ynng berlaku. 

Tempat, T:1ngeol l..,1hir 
Pendidikon 
.Jnbatan 
NIP 
Pnngknl/ Golongan 
lnstnnsi 

rncnynraknn bohwn snya bersedin mengnbdi pndn P~ineriatah Daerah 
Kabupaten Kola.b Timur setama sekumng - kurungnya 2 (dunj knli mosn 
stucli scHclnh mengikuti pcndldikan Tug:is Belajar. 

Snyo y;mg bertnnda t::mgnn di bawah ini: 
Narna 

SURA'!' PERNYATAAR • 
BliRSEDlA MENOABDI PADA PEMERINTAH DAERAH 

D. Surat Pehlyatau.n Bersedia Me,:,.gabdi pada Perilerlntah Daerah 
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• 
·~ 

Ynng Mcmbunt Pc,myntnnn, 

Tlmwutn. , ••••• • ...... 2020 
; ·~ 

Demikian Surat Pernyatean ini 9.1.)"D. buat dengan sesungguhnyo dnn apahila 
dikemudi:m hari pernyataan ini tidak dapat s;iya. penuhi, maka saya berscdia 
dikenakan sanksi sesuai dengan peraruren yang berlaku, 

1Nnm4 Jeln& 1 
!''1nglmt/ Col. 
Nil'. 

NIP 
Pnngkat/ Golongnn 
lnst11nsi 
menycrakan bahwa snyn bersedia ditempn,knn padn semua lnstnnsi/ Unit 
Kerj:i. di Lin.gkun,gaa Pcmeri..D.ta.h Daerah Kobupatea Kolnkn Timur scauai 
dengan formnsi y:,.ng diterapkan. 

S:i.y::i. yang bertnnda t.:mg:m di ba.woh ini: 
N.nma 

Tcrnpat, Tnnggal L..1.hir 
Perididikan 
.Jobatan 

SURAT P.&l:CNYATAAN 
BERSEDIA DITEMPATKAH PADA INSTANSI/UNIT KERJA 

l 
1 
l 
I 
I 
I 
I 
i 
I 
I 

r----- - - ----- --- --- - -- ------- - - -- - -- - - ---- - 
I 

E. Surat Pernyataan Bersedia Ditempatka.n pada Insta.llsi/Unit Kerja manapun di 
Lingkungan Pemerlntah Daerah Kabupaten KoKaka Tiinur 

• 
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(Nama Jela11 ) 
P~nE:kat/ Gel. 
NIP. ' 

('fang 'Memberikan 
RekomendasiJ, 

Tirawuta, 2020 

Yang bertanda tangan di bawah ini: 
Nam.:. 

NIP 
Pangkac/Golong.in 
Jab:itan 

Unit Kerja 
rnernberikan rekomendasi kepada Pegowai Negeri Sipil : 

Nam a 

NIP 

Pangk.ic/Golong::ui 
Jab:i.tan 

Pendidik.in Terakhir 
Unit Kerjo. 

untuk mengikuti Seleksi Pendidikan/ Akademik di luar jam dinas dengan tidak 
mengganggu kelanearan rugaa kedinas311, padzi : 

Perguruan Tinggi 
Frucultas/ Jurusan 
Jenjang Pendidikan 
Lok.:isi 

Waktu Tes 
Demikian rekornendasi ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimnna 
mestinya, 

R E lC O M E N D A S l 
Nomor: 

KOP OPD/ INSTANSI 

• 
·i 

1--····-··- 
! ; 

I 
' 

~ III. CONTOH FORMAT SURAT REKOMENDASI SELEKSI TUGAS :B&LAJAR 
i 
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